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Abstrak 
 
This research aims to examine the effect of wages differentiation on employments. 
The policies of wages differentiation are observed from minimum sector wages which is still done 
in some provinces. The differentiation itself is aimed to exhaust the customer’s surplus. The 
research shows that the more wages differentiation the more employments will be offered. But, 
unfortunately some provinces still set high minimum sector wages. This case will cause 
negative effect on empowerment, and on the other hand in limited formal manufacturing in-
dustries will reduce the gap of distribution of value added between the employers and the workers. 
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PENDAHULUAN 
Riset ini bertujuan untuk mengkaji 
diferensiasi upah (harga tenaga kerja) dan 
pengaruhnya terhadap permintaan kerja 
antar industri dan antar propinsi di Indone-
sia. Sebagaimana dilaporkan dalam penili-
tian tahap pertama, beberapa propinsi pada 
tahun 2002 masih menetapkan upah mini-
mum sektoral propinsi atau UMSP 
(http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/
upah/Upah.htm). Akan tetapi, mulai 2003 
diferensiasi upah ditetapkan menurut perbe-
daan kota atau kabupaten saja. Hal tersebut 
menunjukkan terjadinya perubahan kebija-
kan diferensiasi harga tenaga kerja yang 
semula divariasi berdasar kemampuan 
membayar suatu industri di dalam propinsi, 
sekarang menjadi diferensiasi berdasar 
wilayah administratif. Diferensiasi upah 
yang didasarkan atas industri (sektoral) lebih 
bersifat ekonomis daripada diferensiasi upah 
yang didasarkan pada administratif.  
Diferensiasi upah yang merupakan 
harga tenaga kerja memiliki dua tujuan, 
pertama, bertujuan mengakomodasi pembeli 
marginal yaitu industri yang memiliki ke-
mampuan membayar rendah, dan kedua, 
bertujuan memperbaiki tingkat pembagian 
nilai tambah antara pekeja dan pengusaha. 
Penetapan upah minimum yang bervariasi 
dapat dikaitkan dengan diferensiasi harga. 
Tujuan dari diferensiasi harga adalah 
menghabiskan surplus dari pembeli atau 
pengguna tenaga kerja. Jika diferensiasi 
harga dilakukan ke atas, ini berarti meng-
ambil surplus dari pembeli kaya yang dapat 
diartikan sebagai usaha perbaikan sharing 
antara pekerja dan pengusaha. 
Sebaliknya, jika diferensiasi dilaku-
kan ke bawah, ini berarti ingin mewadahi 
pembeli tenaga kerja pada industri yang 
memiliki produktivitas rendah. Dalam lite-
ratur ekonomi industri, upah yang tinggi 
bisa digunakan sebagai barier to entry bagi 
entrant. Selanjtnya dalam penelitian ini akan 
dikaitkan, benarkah perbedaan kesempatan 
kerja tersebut dipengaruhi oleh diferensiasi 
upah yang dilakukan di berbagai propinsi?  
 
TUJUAN PENELITIAN 
Mengkaji perbedaan upah minimum 
dan upah aktual di berbagai propinsi yang 
menetapkan upah lebih bervariasi dan yang 
kurang bervariasi. Untuk mengkaji apakah 
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upah dasar dari propinsi yang menetapkan 
upah minimum sektoral bersifat floor price, 
ceiling price atau medium price. Meneliti 
pengaruh Diferensiasi Upah Minimum ter-
hadap kesempatan kerja antar propinsi di 
Indonesia. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Sejak otonomi daerah penentuan 
upah minimum yang semula ditetapkan oleh 
Menteri, didelegasikan menjadi kewenangan 
Gubernur. Terdapat kekhawatiran bahwa di 
daerah para pejabat pemerintah lebih lemah 
sehingga cenderung mengambil kebijakan 
populis berupa peningkatan upah minimum 
yang sering dan tinggi persentasenya. Hal 
tersebut merupakan kebijakan yang berori-
entasi jangka pendek dan kurang memper-
hatikan pertumbuhan ekonomi jangka pan-
jang (SMERU, 2001). 
Di berbagai propinsi ternyata 
penetapan upah minimum berbeda-beda, 
baik besarnya, persentase kenaikan setiap 
tahun, sistem penetapannya, dan ruang ling-
kup yang ditetapkan. Beberapa propinsi me-
netapkan upah minimum tunggal dan be-
berapa menetapkan upah minimum sektoral. 
Upah minimum tunggal bersifat kaku. 
umumnya berdampak kepada perbaikan 
upah pekerja tetap pada industri marginal. 
Akan tetapi studi tim SMERU (2001) juga 
menunjukkan bahwa upah minimum (tung-
gal) menyebabkan kesempatan kerja kelom-
pok bawah menurun, terjadi subtitusi terha-
dap penggunaan kapital, dan peningkatan 
pekerja white collar dengan elastisitas yang 
cukup tinggi. 
Beberapa propinsi di Indonesia me-
netapkan upah minimum sektoral dengan 
derajat yang kurang bervariasi sampai sa-
ngat bervariasi, seperti Sumatra Utara. dan 
Kalimatan Selatan (Setiaji. B. dkk. 2003). 
Beberapa propinsi suatu tahun sering me-
netapkan upah sektoral dan pada tahun yang 
lain dihapuskan, dan muncul lagi, misalnya 
seperti DKI, Jawa Tengah. 
Upah minimum sektoral mengurangi 
dampak kekakuan upah, karena harga (upah) 
terdeferensiasi sedemikian rupa sehingga 
dapat mewadahi berbagai industri yang ber-
beda dalam produktivitas, jaringan pasar, 
sumber modal ukuran perusahaan, peng-
gunaan kapital dan akhirnya berbeda dalam 
Return on Investment (ROI). Diferensiasi 
harga tersebut sangat cocok dengan kondisi 
industri Indonesia yang sangat beragam.  
Upah minimum sektoral merupakan 
upah yang ditetapkan sesuai dengan prinsip 
teori diferensiasi harga. Dalam buku teks 
mikro ekonomi, diferensiasi harga adalah 
upaya untuk menyerap surplus pembeli. 
Dalam hal ini ada dua hal pengertian menye-
rap surplus. Pertama, jika diferensiasi harga 
ke bawah bertujuan melayani pembeli mar-
ginal, dan kedua, jika diferensiasi ke atas 
bertujuan menyerap surplus daya beli. Jika 
berada di antara keduanya, tentulah bertu-
juan memperbaiki harga tenaga kerja dan 
sekaligus memberi kesempatan pembeli atau 
industri dengan produktivitas marginal. 
Sejalan dengan pemikiran atau teori 
di atas, maka prinsip upah minimum sek-
toral di samping bersifat diferensiasi, juga 
lebih mengandung unsur rent sharing. Rent 
sharing merupakan salah satu aspek dari 
teori upah efisiensi dimana diramalkan 
bahwa pengusaha yang memiliki keuntu-
ngan lebih tinggi akan memberikan upah 
lebih besar untuk meningkatkan produktivi-
tas, atau mengurangi biaya kontrol, shirking 
habbit. turn over tinggi dan intrik yang ber-
potensi memberi kerugian lebih besar 
(Blancflower. et.al. 1996). 
Beberapa studi berkait dengan ma-
salah ini misalnya yang dilakukan oleh Is-
lam dan Nazara (2000) yang melakukan 
pengamatan pada masa Orde Baru. Pada 
masa itu tidak ditemukan hubungan yang 
signifikan antara kenaikan upah dan pe-
ngangguran. Dengan kata lain, kenaikan 
upah yang dilakukan melalui kebijakan 
Upah Minimum pada masa Orde Baru tidak 
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mendorong pengangguran. Hal ini berarti 
bahwa kenaikan upah tersebut masih rea-
soanable dihadapan pengusaha. Studi Ghel-
lab (1998). dengan menggunakan data se-
belum krisis menunjukkan hubungan kenai-
kan upah minimum terhadap pengerjaan 
kelompok muda memiliki arah yang negatif, 
tetapi parameternya kecil dan secara statistik 
juga kurang signifikan. Dengn kata lain ke-
bijakan upah sebelum krisis tidak berdam-
pak pengurangan pekerjaan. 
Sebaliknya pada saat krisis, studi 
lembaga penelitian SMERU (2001) setelah 
adanya otonomi daerah, pemerintah kota 
cenderung populis, kecenderungan kenaikan 
upah minimum yang pesat berdampak ter-
hadap hilangnya kesempatan kerja dan 
sekaligus pendapatan pekerja rawan seperti 
pekerja usia muda, pekerja tidak tetap, dan 
pekerja perempuan. 
 
METODE PENELITIAN 
1. Untuk mengkaji upah relatif antarpro-
pinsi, digunakan perbandingan upah 
minimum propinsi pada tahun tertentu 
terhadap PDRB perkapita pada tahun 
yang sama. Pada riset ini digunakan 
data tahun 2001. Selanjutnya perlu dili-
hat bagaimana diferensiasi upah sek-
toral bergerak ke atas maupun ke bawah 
dari benchmark tersebut.  
Benchmark upah = 
i
i
itaPDRBperkap
UMP /
taPDBperkapi
UMPNas   
Di mana UMPi adalah Upah Minimum 
Propinsi pada propinsi i, dan 
PDRB/kapitai sudah jelas merujuk. 
UMP-Nas adalah UMP rata-rata na-
sional dan PDB/Kapita Nas sudah jelas. 
Selanjutnya UMSP per industri diban-
dingkan terhadap benchmark tersebut 
yang hasilnya menggambarkan sejauh 
mana upah minimum terdeferensiasi.  
2. Untuk menguji perbedaan impak 
penetapan UMSP antarpropinsi terha-
dap kesempatan kerja, digunakan ana-
lisis regresi dua tahap dengan meng-
gunakan model berikut.  
kk ijk = a + b1 sales ij + b2 kl + b3 
DASING + b4 CR4 j+ kprop ˆ kc  +e.. (1) 
kcˆ a+g1UMP1+g2UMP5+3UMSP10+g4
UMSP20+5UMSP>20+UMP_PDRB ... (2) 
di mana, kk ijk adalah tenaga kerja pada 
perusahaan i, industri j, salesi ij adalah 
penjualan per tenaga kerja pada perusa-
han j, kl adalah kapital. DASING adalah 
modal asing. CR4j adalah rasio konsen-
trasi 4 artinya output industri besar di-
bagi total output industri j. 
 kk propcˆ adalah jumlah vektor koe-
fisien variabel dummy propinsi. UMP1 
adalah variabel dummy upah minimum 
propinsi tunggal. UMP5 adalah variabel 
dummy upah minimum propinsi sektoral 
2 sampai 5 jenis industri. UMSP10 
adalah variabel dummy upah minimum 
sektoral proprinsi 6 sampai 10 jenis in-
dustri. UMSP20 adalah variabel dummy 
upah minimum sektoral propinsi 11 
sampai 20 jenis industri. UMSP>20 adalah 
variabel dummy upah minimum sektoral 
propinsi lebih dari 21 jenis industri. 
3. Data yang Digunakan 
Penelitian ini menggunakan data men-
tah yang direkam dalam compact disk 
sektor industri Indonesia yang berasal 
dan survai Biro Pusat Statistik, data 
1999 dan 2001, dan data dari Depna-
kertrans. Kedua data dokumenter dapat 
diperoleh melalui situs internet 
( w w w . n a k e r t r a n s . g o . i d  dan 
www.BPS.go.id). Data industri yang di-
kumpulkan oleh BPS meliputi industri 
sedang dan industri besar yang perusa-
haan-perusahan tersebut diklasifikasi-
kan menurut kode Klasifikasi Baku La-
pangan Usaha Indonesia (KBLUI). 
Metode pengumpulan data yang 
digunakan oleh BPS adalah survai dengan 
cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada 
semua industri besar dan sedang yang ter-
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catat dalam direktori BPS, dengan demikian 
merupakan survai lengkap. Selanjutnya, 
analisis dalam penelitian ini dilakukan de-
ngan bantuan program SPSS. Sejumlah ob-
servasi tidak diikutkan karena bersifat out-
liers, dan karena informasi yang diberikan 
oleh responden tidak lengkap. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sebagaimana tujuan penelitian yang 
pertama dan kedua, akan dibahas posisi 
upah minimum di berbagai propinsi. Tabel 
1, memberi informasi posisi upah minimum 
dibanding PDRB perkapita per bulan. Rasio 
UM terhadap PDRB terendah terjadi di Ka-
limantan Timur dengan rasio 0,12, dan DKI 
dengan rasio 0,23, Di kedua propinsi peran 
faktor-faktor non kerja sangat tinggi dalam 
membentuk PDRB. Di Kaltim peran minyak 
dan di Jakarta peran sebagai pusat kekua-
saan, termasuk didalamnya kekuasaan 
mencetak uang, menjadi penerima rente dari 
seluruh faktor porduksi dan aneka surplus 
dari daerah. Daerah-daerah di mana kerja 
dan SDM merupakan faktor produksi yang 
penting memperlihatkan rasio UM terhadap 
PDRB yang tinggi. Hal tersebut terlihat di 
Jawa, Sumatera Utara, dan Lampung. Be-
berapa daerah di mana Upah Minimum lebih 
tinggi dari PDRB disebabkan oleh rendah-
nya PDRB itu sendiri. Hal ini terlihat di 
NTT dan beberapa propinsi di Sulawesi 
kecuali Sulawesi Utara yang menentukan 
upah terlalu tinggi dibanding daerah lain. 
Akhirnya, rata-rata upah minimum di Indo-
nesia sekitar setengah dari produk domestik 
bruto. Mengingat sumbangan sektor industri 
relatif tinggi kepada PDB atau PDRB di-
banding dengan tenaga kerja yang terlibat di 
dalamnya, maka pembagian nilai tambah 
atau surplus yang dicapai oleh tenaga kerja 
di sektor industri relatif rendah. 
Dilihat dari level PDRB di pro-
pinsinya NTT menunjukkan kebijakan upah 
paling populis, dengan perbandingan upah 
minimum terhadap PDRBnya hampir 4 kali 
lipat dari rata-rata nasional. Sebaliknya, 
KALTIM dan DKI paling konservative de-
ngan hanya seperempat dan kurang dari 
setengah rata-rata nasional. Pada kedua pro-
pinsi di atas, diperkirakan para buruh tidak 
dapat melakukan bargain dengan pihak di 
luar perusahaan yang memperoleh penda-
patan tinggi yang pada gilirannya men-
dorong meningkatnya konsumsi dan biaya 
hidup. 
Sumatera Utara merupakan propinsi 
yang mendeferensiasikan UM paling banyak. 
Pada tabel 2, dilaporkan upah minimum 
sektoral, Sumatera Utara menetapkan 42 
upah minimum pada berbagai jenis industri 
pengolahan. Sektor-sektor lain seperti perta-
nian, konstruksi, perhotelan juga terkena 
penetapan upah tersebut. 
Dibandingkan dengan PDRB per-
kapita di Sumatera Utara sebesar 487.940 
sebulan, upah minimum sektoral tersebut 
terdiferensiasi dari 0,7 sampai 0,77. Level 
diferensiasi upah di propinsi-propinsi lain 
terlihat pada kolom 4. Level diferensiasi 
upah ini diduga meyebabkan kesempatan 
kerja yang semakin turun, sebagaimana ter-
lihat pada analisis di belakang. 
Untuk menjawab tujuan penelitian 
yang ketiga, digunakan model regresi dua 
tahap. Regresi tahap pertama bertujuan un-
tuk melihat perbedaan antar propinsi dalam 
kesempatan kerja. Parameter-parameter yang 
diperoleh diharapkan menangkap kebijakan 
antar propinsi terhadap kesempatan kerja. 
Kebijakan umum propinsi yang berpengaruh 
terhadap kesempatan kerja adalah UMP atau 
UMSP, dan kondisi umum propinsi ditangkap 
oleh variabel PDRB. Tabel 3 melaporkan 
hasil regresi dengan variabel penjelas 
sebagaimana kolom pertama. Pengaruh 
propinsi ditangkap dengan dummy. 
Konstanta menggambarkan benchmark ke-
sempatan kerja di salah satu propinsi. Be-
berapa propinsi terlihat bertanda negatif 
yang berarti mengalami kesempatan kerja 
sektor industri yang relatif lebih rendah. 
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Propinsi-propinsi dimaksud yang memiliki 
ranking penyerapan tenaga kerja terendah 
adalah Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, 
Maluku, Sumatera Utara, Bengkulu, DIY 
dan seterusnya terlihat sebagimana kolom 
dua.  
Propinsi-propinsi dengan tanda posi-
tif memperlihatkan pengurangan kesem-
patan kerja yang lebih rendah dari -7060, 
propinsi-propinsi tersebut antara lain DKI, 
Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, NTT, Kali-
mantan Tengah dan sebagainya.  
 
Tabel 1. Upah Minimum Propinsi, PDRB Perkapita dan Prosentase UMP 
terhadap PDRB Perkapita, 2001 
 
Kode 
Propinsi 
 
Propinsi UMP (Rp) 
PDRB/Kapita/bulan 
(Rp) 
Rasio UMP  
thd PDRB 
RasioUM 
Propinsi ke 
Nasional 
11 Aceh 300.000 606.858 0,49 0,94 
12 Sumatera Utara 340.500 487.940 0,70 1,35 
13 Sumatera Barat 250.000 438.699 0,57 1,10 
14 Riau 329.000 780.547 0,42 0,81 
15 Jambi 245.000 312.813 0,78 1,50 
16 Sumatera Selatan 255.000 551.584 0,46 0,88 
17 Bengkulu 240.000 241.371 0,99 1,90 
18 Lampung 240.000 287.439 0,83 1,60 
31 DKI Jakarta 426.250 1.867.784 0,23 0,44 
32 Jawa Barat 245.000 345.344 0,71 1,37 
33 Jawa Tengah 245.000 315.960 0,78 1,50 
34 DIY 237.500 346.036 0,69 1,33 
35 Jawa Timur 220.000 424.706 0,52 1,00 
51 Bali 309.750 436.611 0,71 1,37 
52 NTB 240.000 248.113 0,97 1,87 
53 NTT 275.000 133.446 2,06 3,96 
61 Kalimantan Barat 304.500 368.991 0,83 1,60 
62 KalTeng 362.000 487.839 0,74 1,42 
63 KalSel 295.000 493.763 0,60 1,15 
64 KalTim 300.000 2.449.914 0,12 0,23 
71 Sulawesi Utara 372.000 344.263 1,08 2,08 
72 Sulawesi Tengah 245.000 309.528 0,79 1,52 
73 Sulawesi Selatan  300.000 274.992 1,09 2,10 
74 SulTeng 275.000 262.178 1,05 2,02 
81 Maluku  230.000 189.683 1,21 2,33 
Indonesia/rata-rata 307.173 594.769 052 1,00 
Sumber: diolah dari www.Depnakertrans.go.id dan www.BPS.gp.id 
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Tabel 2. 
Pengaruh Variabel Sales Modal dan Konsentrasi 4 tiap Propinsi 
terhadap Kesempatan Kerja 
 
Variabel Koefisien t 
Konstanta  -7.060,918 -1,160 
SALES -,001 0-,423 
CR4 37.184,293 28,686 
Sumatera Utara -9.326,058 -1,492 
Sumatera Barat  -3.318,483 0-,465 
Riau  9.231,912 1,407 
Jambi  -3.857,627 0-,518 
Sumatera Selatan  -5.651,045 0-,813 
Bengkulu  -7.800,771 0-,590 
Lampung -907,447 0-,133 
DKI Jakarta 2.181,942 0,355 
Jawa Barat 6.969,513 1,142 
Jawa Tengah 23.716,969 3,880 
DIY -7.699,781 -1,183 
Jawa Timur -1.127,752 0-,185 
Bali  31.379,813 4,781 
NTB -5.366,540 -0,752 
NTT 99.310,725 8,884 
Kalimantan Barat 9.251,240 1,298 
Kalimantan Tengah  27.283,712 3,245 
Kalimantan Selatan 8.274,411 1,137 
Kalimantan Timur -1.853,152 -0,253 
Sulawesi Utara -10.423,520 -1,293 
Sulawesi Tengah  -12.597,822 -1,304 
Sulawesi Selatan  4.671,257 0,702 
Sulawesi Tengara 159.301,579 20,666 
Maluku  -10.745,305 -1,023 
KAPITAL -2.751E-05 -0,818 
DASING01 -70,231 -4,809 
R2 0,136 
Uji F 95,947 
Sumber: BPS diolah 
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Tabel 3. 
Pengaruh Tingkat Diferensiasi Upah dan UMP per PDRB 
terhadap Kesempatan Kerja antar Propinsi, data 2001 
 
Variabel  Koefisien  t 
Konstanta -934.374,281 -73,617 
UMP10  911.996,375 41,644 
UMP20 879.630,060 21,420 
UMP_20 902.248,898 65,776 
UMP1 923.585,553 79,917 
UMP_PDRB 36.362,740 5,219 
R2 0,232 
Uji F 1.294,599 
Sumber: BPS diolah 
 
Pengaruh Tingkat Diferensiasi Upah ter-
hadap Kesempatan Kerja antar Propinsi 
Analisis ini didasarkan pada regresi 
tahap kedua, dengan model yang menjelas-
kan lebih jauh variabel kebijakan propinsi. 
Yang dimaksud kebijakan disini adalah be-
sar penetapan UM dibanding PDRB (UMP 
per PDRB), dan pengaruh diferensiasi upah 
(UMSP) yang umumnya merupakan diferen-
siasi ke atas. Karena diferensiasi upah ke 
atas bertujuan memperbaiki sharing pekerja 
terhadap pengusaha melalui penyerapan 
konsumer surplus, tidak lain adalah daya 
beli perusahaan, maka hipotesis yang diuji 
adalah semakin besar diferensiasi upah, se-
makin kecil kesempatan kerja.  
Dengan menggunakan variabel dari 
berbagai level diferensiasi upah, maka pa-
rameter yang diperoleh dapat dimaknai se-
bagai perbedaan impak diferensiasi upah 
dibanding konstanta. Konstanta sendiri 
menggambarkan rata-rata kesempatan kerja 
pada diferensiasi upah 2 sampai 5, dengan 
nilai -934.373, menggambarkan hubungan 
level diferensiasi upah 2 sampai 5 dengan 
kesempatan kerja. Pada level diferensiasi, 5 
sampai 10, paramater impak sebesar positif 
911.996 lebih tinggi dari konstanta. Impak 
kesempatan kerja dari diferensiasi level ini 
berarti sebesar -934.373 + 911.996 = -
22.477. Pada level diferesiasi 10 sampai 
dengan 20, parameter yang diperoleh 
879.630. Ini berarti impak terhadap kesem-
patan kerja dari diferensiasi kerja level ini 
adalah -934.374 + 879.630 = -55.744, terli-
hat diferensiasi upah ke atas yang makin 
lengkap/makin tinggi derajatnya menyebab-
kan berkurangnya kesempatan kerja makin 
tinggi. Pada tabel diferensiasi harga di atas 
20, impak penyerapan tenaga kerja ditentu-
kan sebesar negatif (-32.126).  
Ketiga level diferensiasi upah ke atas 
tersebut menggambarkan hubungan yang 
negatif dan berfluktuasi dengan kesempatan 
kerja. Terakhir, pengaruh UMP yang tidak 
terdiferensiasi, yang hanya ditetapkan pada 
level terendahnya (UMP_1) ditemukan pe-
ngaruh negatif yang rendah terhadap kesem-
patan kerja relatif dengan propinsi lain. Es-
timasi pengaruh UMP tunggal adalah -
934.374 + 923.585 = -11.789. 
Keseluruhan uraian di atas, hal-hal berikut 
dapat disimpulkan:  
a. Terjadi perbedaan penetapan UMP 
antar propinsi yang sangat variatif di-
banding dengan PDRB perkapita pro-
pinsi masing-masing. 
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b. Di propinsi-propinsi yang menetapkan 
UMSP, ternyata cenderung ditetapkan 
ke atas. Hal ini berarti terjadi kebijakan 
diferensiasi harga ke atas. Kebijakan 
tersebut berarti pula penyerapan kon-
sumer surplus, tidak lain adalah daya 
beli perusahaan-perusahaan. 
c. Dari regresi tahap 2, dapat disimpulkan 
pengaruh negatif yang berfluktuasi dari 
penetapan derajat diferensiasi upah 
yang ada. Pengaruh negatif tertinggi 
pada derajat diferensiasi 20. 
 
KESIMPULAN 
Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpu-
lan bahwa:  
1. Ternyata propinsi-propinsi yang melaku-
kan diferensiasi upah atau menetapkan 
upah minimum sektoral mempunyai 
signifikan yang beragam, misalnya, di 
atas lima jenis upah, cenderung 
mendiferensiasi ke atas (menghabiskan 
surplus pembeli yang relatif kaya). Hal 
ini disimpulkan dari data, propinsi 
tersebut sudah menetapkan UMP (Upah 
Minimum Propinsi) di atas rata-rata na-
sional, dimana UM rata-rata adalah 52 
persen dari PDB.  
2. Diferensiasi upah ke atas tersebut 
cenderung mengurangi penggunaan 
tenaga kerja. Kesempatan kerja rata-rata 
propinsi dengan UMSP yang makin ter-
diferensiasi, makin berkurang dengan 
besaran yang signifikan. 
SARAN 
Sebagaimana dikemukakan dalam 
latar belakang penelitian, diferensiasi upah 
sebenarnya sangat bermanfaat untuk menga-
komodasi berbagai kemampuan membayar 
industri. Dengan demikian, penentuan 
UMSP yang terdiferensiasi akan berakibat 
positif terhadap kesempatan kerja. Hal ini 
berarti mewadahi pembeli merginal yang 
memiliki daya beli relatif rendah. Namun, 
diferensiasi upah di Indonesia ternyata 
cenderung dilakukan ke atas, yaitu 
menghabiskan surplus pembeli yang relatif 
kaya. UMSP yang dilakukan lebih 
cenderung memperbaiki tingkat sharing 
antara pekerja dan pengusaha dan bukan 
dilakukan untuk memperbesar kesempatan 
kerja. Oleh sebab itu disarakan agar propinsi 
yang ingin menetapkan kembali UMSP di-
lakukan dengan menetapkan basis UMSP 
yang relatif rendah, yaitu mendekati rata-
rata rasio UM nasional terhadap PDB na-
sional yang dalam riset ini dilaporkan 52 
persen. Untuk dapat melakukan hal ini, tentu 
saja harus dilakukan jeda beberapa tahun 
dengan hanya melakukan UMP atau UMK 
(Upah Minimum Kota). Setelah UMP 
dikerjar oleh UM rata-rata nasional, maka 
UMSP sebagai upaya mendiferensiasi harga 
yang bersifat pro, kesempatan kerja baru 
dapat dilaksanakan. 
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